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Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

 
iPembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai 

paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena Sebagian besar penduduk 

Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa. 

Mandat dari Pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 
Peraturan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembuatan produk hukum di Desa 

 
Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 

Desa. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah 

Desa. 

PERBUP Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Badan 

Permusyawaratan Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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